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Abstract

Latar Belakang: Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah
instrumen yang mencegah terjadinya kecelakaan kerja dari
pekerja, perusahaan dan lingkungan. Perlindungan dalam sistem
K3 melibatkan beberapa unsur, yaitu manajemen, tenaga kerja
dan juga lingkungan kerja, hal ini berguna untuk meminimalisir
terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga
tempat kerja menjadi aman, efisien.

Tujuan: Untuk mengetahui penerapan K3 sudah berjalan
dengan baik atau belum sesuai peraturan Pemerintah No 50
Tahun 2012 di Puskesmas Karadenan Kabupaten Bogor Tahun
2021

Metode: Penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data
wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Teknik penentuan
informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pengambilan sampel purposive.

Hasil: Pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja di
Puskesmas Karadenan, Kabupaten Bogor, dianalisa dari aspek

bawah Lisensi Creative Commons
Attribution-Share Alike 4.0 Interna-
sional.

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang belum optimal.
Kesimpulan: Dari hasil analisis yang peneliti lakukan maka
dapat disimpulkan bahwa penerapan K3 belum berjalan dengan
baik sesuai PP No 50 Tahun 2012.

Kata Kunci: aplikasi, kesehatan dan keselamatan Kkerja,
program

Pendahuluan

Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/kota
yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.! Puskesmas
memiliki tiga fungsi yaitu sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat, pusat
pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi
ujung tombak pembangunan bidang kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat
dan menggunakan hasil pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan
biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.?

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan suatu instrumen yang
menghindarkan kecelakaan kerja dari pekerja, perusahaan, lingkungan hidup.® Perlindungan
dalam suatu sistem K3 melibatkan beberapa unsur yaitu manajemen, tenaga kerja dan juga
lingkungan kerja hal tersebut berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kerja
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dan penyakit akibat kerja sehingga tempat kerja menjadi aman, efisien.* Dalam Peraturan
Pemerintan Nomor 50 Tahun 2012 tentang pedoman penerapan sistem manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berisikan bahwa upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3) wajib diadakan di tiap tempat kerja, khususnya di wilayah yang tinggi bahaya
kesehatannya serta mudah terpapar penyakit dan memiliki karyawan paling sedikit berjumlah
100 orang.®

Penerapan K3 juga dimaksudkan untuk melindungi pekerja sehingga dapat
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.® Hasil penelitian Masoud Rafiei, dkk pada
Primary Health Care di Iran membuktikan bahwa untuk mengembangkan sumber daya
manusia di tempat kerja, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah menjaga agar
pekerja tetap sehat dan produktif.” Penerapan K3 merupakan persyaratan yang wajib
dilaksanakan di puskesmas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 46
Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas.®

Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) 1 pekerja di dunia
meninggal setiap 15 detik akibat kecelakaan kerja dan setiap tahun lebih dari 250 juta kasus
kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja sakit karena bahaya di tempat kerja.
Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Di
Indonesia, peningkatan kasus kecelakaan Kkerja dan penyakit akibat kerja (PAK)
kecenderungannya meningkat, baik dalam hal jumlah kasus (frequency rate) maupun tingkat
keparahan (severity rate).®

Angka kecelakaan kerja di Indonesia dinilai masih tinggi. Hal ini didukung oleh data
dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat adanya tren kenaikan angka kecelakaan
kerja di Indonesia yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.X® Menurut Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, sepanjang tahun 2018 lalu telah terjadi 157.313
kasus kecelakaan kerja, atau meningkat dibandingkan kasus kecelakaan kerja yang terjadi
tahun 2017 sebesar 123 ribu kasus.'! Penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja adalah masih
rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan K3 di kalangan industri dan masyarakat.
Selama ini penerapan K3 seringkali dianggap sebagai cost atau beban biaya, bukan sebagai
investasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. BPJS Ketenagakerjaan sendiri
sepanjang tahun 2018 telah membayarkan klaim kecelakaan kerja dengan nilai mencapai Rp
1,00 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang nilai klaimnya hanya Rp 971
miliar serta tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 792 miliar.?

Data ketidaksesuaian di Puskesmas Karadenan Bogor dengan Peraturan Pemerintah No
50 tahun 2012 tertera pada pasal 10 tentang Pelaksanaan Rencana K3. Pada poin 4 dijelaskan
bahwa prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari: a. organisasi/unit yang bertanggung
jawab di bidang K3; b. anggaran yang memadai; c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan
pelaporan serta pendokumentasian; dan d. instruksi kerja. Menurut pemegang program K3
Puskesmas Karadenan Bogor bahwa prasarana dan sarana yang disebut di atas belum
diterapkan di terapkan di Puskesmas Karadenan. Dampak masalah diatas apabila dibiarkan
maka pelaksanaan program K3 tidak berjalan secara maksimal dan kesehatan dan keselamatan
kerja petugas kesehatan tidak terjamin secara optimal.*®

Penerapan K3 pada puskesmas karadenan kabupaten bogor masih belum terlaksana
secara optimal dikarenakan keterbatasan dana, sarana dan prasarana kurang memadai serta
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kurangnya sdm K3 dan kesadaran petugas hal ini seharusnya bisa dioptimalkan dengan
peraturan pemerintah no. 50 tahun 2012 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan agar bisa menurunkan resiko angka kecelakaan penyakit akibat kerja dan penyakit
akibat hubungan kerja yang akan berdampak buruk jika tidak diatasi secara optimal bagi tenaga
kesehatan di puskesmas karadenan kabupaten bogor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan dalam Penerapan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Berdasarkan
Peraturan Pemerintah NO. 50 Tahun 2012 di Puskesmas Karadenan Kabupaten Bogor

Metode

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat,
yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai
instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada
makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan
fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara
individu atau kelompok. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif ini adalah
Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan
tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau
memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Hasil
Perencanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perencanaan K3 dimaksudkan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 ini
disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perusahan/instansi dengan mengacu pada kebijakan K3
yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia
Pembina K3, wakil pekerja, dan pihak lain yang terkait di perusahaan/Instansi. Di bawah ini
adalah hasil wawancara analisis jabatan Kepala Puskesmas di Puskesmas Karadenan Bogor
dianalisis berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

“‘Hasil wawancara dari kepala Puskesmas Karadenan Kabupaten Bogor mengatakan : bahwa
lya, memang benar sistem perencanaan kesehatan dan keselamatan kerja sudah ada dan
diterapkan di puskesmas ini, dan saat pembuatan perencanaan kita (puskesmas) tidak ada ahli
K3, pembina K3 tidak ada juga cuman waktu itu sama beberapa tenaga kesehatan di
puskesmas ini”

Hasil Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada tahapan ini perusahaan/instansi diminta untuk mengimplementasikan
Perencanaan K3 yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan rencana K3 ini harus
dilaksanakan oleh perusahaan/instansi dengan menyediakan sumber daya manusia yang
kompeten dan mempunyai kualifikasi serta menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.
Berikut ini adalah analisis Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Puskesmas
Karadenan Bogor dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012.

“Hasil wawancara dari kepala Puskesmas Karadenan Kabupaten Bogor: iya mas masalah
pelaksanaan ini kan terkait dari sumber daya manusia kita dulu pada program K3 itu masih
dipegang oleh lulusan perawat belum ada ahli K3 maupun pembina K3 atau orang yang ahli
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di bidang K3 ya intinya, kalau masalah sarana dan prasarana memang di puskesmas ini
terbatas untuk anggaran dalam hal pelaksanaan K3 itu sendiri mas”

Hasil Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Dari peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012, menuntut perusahaan/instansi untuk
menerapkan SMKa3. Ketika perusahaan/instansi menerapkan SMK3 dengan berpedoman pada
PP No. 50 Tahun 2012, maka perlu memperhatikan penjelasan pada BAB IV. BAB ini
menjelaskan mengenai Pengawasan SMK3 yang dilakukan oleh pengawasan sesuai dengan
kewenangannya.

“Hasil wawancara dari kepala Puskesmas Karadenan Kabupaten Bogor mengatakan untuk
yang mengawasi program K3 itu ya pemegang program K3 itu sendiri mas yang lulusan
perawat sebagaimana sudah saya bilang tadi tetapi untuk urusan pengawasan seluruh bagian
bidang yang ada di puskesmas ini saya sendiri yang melakukan pengawasan. ”

Pembahasan
Perencanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara di Puskesmas
Karadenan bogor, Perencanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Puskesmas Karadenan.
Secara keseluruhan 5 poin dimana terdapat 2 poin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50
Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).
Sedangkan ada 3 poin yang belum belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun
2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Penelitian dilakukan oleh Ade Dwi Putra, Elvi Syamsuir, dan Fatma Ira Wahyuni
dengan judul Analisis Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan Jasa
Konstruksi Kota Payakumbuh Program K3: dimana yang menjadi masalah dalam penerapan
program K3 adalah tidak adanya penetapan dan sasaran K3 yang dikonsultasikan dengan
tenaga ahli K3, adapun K3 yang diterapkan tidak ditinjau secara teratur dikarenakan tidak
adanya petugas K3 yang selalu meninjau lokasi kerja.**

Menurut asumsi peneliti dari penelitian yang peneliti lakukan di Puskesmas Karadenan
terkait dengan perencanaan dalam penerapan K3 berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 harus di
hadir oleh ahli K3, pembina K3 akan tetapi di Puskesmas Karadenan belum menerapkan hal
tersebut, sehingga dapat saya simpulkan dalam penerapan K3 belum berjalan dengan baik
sesuai PP No 50 Tahun 2012.

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara di Puskesmas
Karadenan bogor, Perencanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Puskesmas Karadenan.
Secara keseluruhan 5 poin dimana terdapat 2 poin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50
Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).
Sedangkan ada 3 poin yang belum belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun
2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ade Dwi Putra, Elvi
Syamsuir, dan Fatma Ira Wahyuni dengan judul Analisis Penerapan Kesehatan Dan
Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan Jasa Konstruksi Kota Payakumbuh Program Ka3:
dimana yang menjadi masalah dalam penerapan program K3 adalah tidak adanya penetapan
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dan sasaran K3 yang dikonsultasikan dengan tenaga ahli K3, adapun K3 yang diterapkan tidak
ditinjau secara teratur dikarenakan tidak adanya petugas K3 yang selalu meninjau lokasi
kerja.t*

Menurut asumsi dari penelitian yang peneliti lakukan di Puskesmas Karadenan terkait
dengan perencanaan dalam penerapan K3 berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 harus di hadir
oleh ahli K3,pembina K3 akan tetapi di Puskesmas Karadenan belum menerapkan hal tersebut,
sehingga dapat saya simpulkan dalam penerapan K3 belum berjalan dengan baik sesuai PP No
50 Tahun 2012.

Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan

Pada tahapan ini perusahaan/instansi diminta untuk mengimplementasikan
Perencanaan K3 yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan rencana K3 ini harus
dilaksanakan oleh perusahaan/instansi dengan menyediakan sumber daya manusia yang
kompeten dan mempunyai kualifikasi serta menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.
Berikut ini adalah analisis Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Puskesmas
Karadenan Bogor dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap Program K3
di Puskesmas Karadenan Bogor, perencanan kesehatan dan keselamatan kerja dari 3 poin
dimana terdapat 3 poin tersebut belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012.

Dalam penelitian Januar Diyah, Hanifa Maher Denny dan Suroto dengan judul
Analisis Penerapan K3 Puskesmas Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dengan
pendekatan 5 dimensi, Kerangka RE-AIM (Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation,
Maintenance) didapat bahwa, pada kriteria Reach diperoleh petugas yang menangani program
K3 di puskesmas telah mendapatkan pelatihan K3. Pada kriteria effectiveness diperoleh
dampak positif yang dirasakan setelah penerapan program K3 di puskesmas pengaruhnya pada
kualitas pelayanan terhadap pasien dan berkurangnya angka kecelakaan kerja. Pada kriteria
Adoption telah mendapatkan pelatihan K3 antara lain kepala puskesmas, pelaksana K3 dan
seorang dokter Fungsional. Pada kriteria Implementation masih lemahnya monitoring dan
evaluasi serta kurangnya kesadaran dari masing-masing petugas untuk menerapkan K3.1°

Menurut asumsi dari penelitian yang saya lakukan di Puskesmas Karadenan terkait
dengan pelaksanaan dalam penerapan K3 berdasarkan PP No 50 Tahun 2012. Terkait sumber
daya manusia dalam hal K3 harus ada sedangkan di Puskesmas Karadenan belum ada SDM
K3 dan untuk pemegang K3 bukan ahli K3 yang memiliki sertifikasi K3 melainkan perawat,
dan juga terkait prasarana dan sarana K3 masih belum lengkap.

Kesimpulan

Dari hasil analisis yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan K3
belum berjalan dengan baik sesuai PP No 50 Tahun 2012.

Konflik Kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa penelitian ini independen dari konflik kepentingan individu
dan organisasi.

Ucapan Terima Kasih
Terimakasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran penelitian ini
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Pendanaan

Pendanaan penelitian ini adalah dari peneliti
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